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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan
dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kota Batam. Dengan
pendekatan normatif-empiris, studi ini mengevaluasi peran kebijakan hukum dalam
menciptakan tata kelola pembangunan yang inklusif, efektif, dan berorientasi pada
keberlanjutan. Data diperolen melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam
dengan pemangku kepentingan utama, termasuk pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan
akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi menghadapi
tantangan signifikan, seperti tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam
dan Badan Pengusahaan Batam, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta ketidakpastian
hukum yang berdampak pada iklim investasi dan efektivitas kebijakan pembangunan.
Namun, terdapat faktor pendukung seperti komitmen pemerintah daerah, pemanfaatan
teknologi informasi dalam pelayanan publik, dan stabilitas politik lokal. Penelitian ini
merekomendasikan penguatan kelembagaan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, serta harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk
mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Batam.

Kata Kunci: Implementasi Hukum; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Kota Batam;
Tumpang Tindih Kewenangan; Regulasi Ekonomi

Abstract
This study aims to analyze the implementation of legislation in supporting sustainable
economic development in Batam City. Employing a normative-empirical approach, the
research evaluates the role of legal policies in establishing governance that is inclusive,
effective, and sustainability-oriented. Data were collected through literature reviews and
in-depth interviews with key stakeholders, including government officials, business
actors, and academics. The findings reveal significant challenges in regulatory
implementation, such as overlapping authorities between the Batam City Government
and the Batam Concession Agency, weak inter-agency coordination, and legal
uncertainties affecting the investment climate and policy effectiveness. Conversely,
supportive factors include the local government's commitment, the utilization of
information technology in public services, and local political stability. The study
recommends strengthening legal institutions, enhancing human resource capacities, and
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harmonizing regulations between central and local governments to realize sustainable
economic development in Batam City.

Keywords: Legal Implementation; Sustainable Economic Development; Batam City;
Overlapping Authority; Economic Regulation

PENDAHULUAN

Kota Batam, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, memiliki
peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di
wilayah barat. Letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta statusnya
sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ),
menjadikan Batam sebagai magnet bagi investasi domestik dan asing. Namun, pesatnya
pertumbuhan ekonomi di kota ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan
antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang tidak
hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga
mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan hidup, serta keadilan antar generasi. Prinsip
keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan jangka panjang
Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dan komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs).

Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan memegang peranan vital
sebagai landasan hukum yang mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan seluruh
aktivitas pembangunan. Regulasi yang komprehensif dan implementatif diperlukan untuk
menciptakan tata kelola pembangunan yang adil, transparan, dan akuntabel. Beberapa
instrumen hukum yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan antara
lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
serta berbagai regulasi terkait tata ruang, lingkungan hidup, dan otonomi daerah.

Namun, implementasi regulasi di Kota Batam masih menghadapi berbagai
tantangan. Tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam), lemahnya koordinasi antarlembaga, serta
ketidakpastian hukum menjadi hambatan dalam menciptakan iklim investasi yang stabil
dan mendorong keberlanjutan ekonomi. Selain itu, dinamika otonomi daerah memberikan
ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan
wilayahnya, namun keleluasaan tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum
nasional yang seragam dan mengedepankan asas keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi peraturan perundang-undangan di Kota Batam dalam konteks
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi
faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan regulasi, serta
mengevaluasi sejauh mana kebijakan pembangunan di Batam telah selaras dengan
prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, diharapkan
studi ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi perumusan
kebijakan pembangunan yang lebih baik di masa depan.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu kombinasi
antara studi kepustakaan (normatif) yang menelaah peraturan perundang-undangan dan
teori hukum, serta studi lapangan (empiris) yang mengamati implementasi hukum dalam
praktik. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis regulasi terkait
pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan daerah dan kebijakan
nasional lainnya. Pendekatan ini juga dilengkapi dengan kajian konseptual terhadap teori-
teori hukum pembangunan dan pendekatan historis untuk memahami dinamika regulasi
di Kota Batam.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur
terhadap informan kunci, yakni pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi.
Selain itu, data dikumpulkan melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap
pelaksanaan kebijakan di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan
sekunder, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menilai efektivitas, hambatan,
serta faktor pendukung dalam implementasi kebijakan hukum pembangunan
berkelanjutan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoritis terhadap pengembangan hukum pembangunan dan masukan praktis bagi
perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif di tingkat lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Kota Batam

Kota Batam, sebagai kawasan strategis nasional yang ditetapkan sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ), memiliki struktur
pemerintahan yang unik dengan keberadaan dua entitas utama: Pemerintah Kota Batam
dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Implementasi peraturan perundang-
undangan di wilayah ini mencerminkan upaya konkretisasi norma hukum dalam bentuk
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh kedua entitas
tersebut.

Pelaksanaan regulasi di Kota Batam mengacu pada berbagai peraturan nasional,
seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya,
termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. Di tingkat lokal, implementasi tersebut didukung oleh
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala BP Batam yang mengatur aspek teknis
pelaksanaan pembangunan kawasan.

Secara praktis, implementasi regulasi diwujudkan melalui sistem pelayanan
perizinan terpadu satu pintu, penyederhanaan prosedur investasi, pemberian insentif
fiskal dan non-fiskal kepada pelaku usaha, serta penguatan regulasi lingkungan hidup
guna memastikan bahwa pembangunan yang berlangsung tetap memperhatikan prinsip
keberlanjutan. Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), telah mengembangkan sistem perizinan berbasis digital
yang memudahkan akses dan meningkatkan transparansi bagi investor.

BP Batam, sebagai otoritas pengelola kawasan, menjalankan regulasi yang sejalan
dengan kebijakan nasional, khususnya dalam pengelolaan lahan industri, pembangunan
infrastruktur pelabuhan, dan pengembangan teknologi. Implementasi peraturan ini
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bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah, serta menarik investasi asing dan domestik dalam rangka percepatan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti
tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota dan BP Batam, keterbatasan
koordinasi antarsektor, serta belum optimalnya integrasi sistem perizinan dan
pengawasan. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya reformulasi mekanisme
implementasi regulasi agar lebih adaptif, efektif, dan sesuai dengan dinamika
pembangunan di kawasan strategis seperti Kota Batam.

Tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam
seringkali menyebabkan kebijakan yang tidak sinergis, terutama dalam hal tata ruang dan
penggunaan lahan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor
dan masyarakat, serta menghambat proses perizinan yang efisien.

Keterbatasan koordinasi antarsektor juga menjadi tantangan dalam implementasi
regulasi. Meskipun terdapat berbagai lembaga yang terlibat, seperti BP Batam,
Pemerintah Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya,
kolaborasi antar lembaga tersebut sering kali tidak berjalan seefektif yang diharapkan.
Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan realitas
di lapangan, serta lemahnya pengawasan terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Selain itu, belum optimalnya integrasi sistem perizinan dan pengawasan menjadi
hambatan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun sudah ada upaya
digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS), implementasi sistem ini
masih terkendala oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi aparat
pemerintah dan pelaku usaha.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah
strategis yang melibatkan perbaikan koordinasi antar lembaga, peningkatan kualitas
sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang lebih konsisten dan transparan.
Reformasi birokrasi yang berfokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi
kunci dalam mewujudkan implementasi regulasi yang efektif di Kota Batam.

Dengan demikian, meskipun telah terdapat berbagai upaya dalam implementasi
peraturan perundang-undangan di Kota Batam, masih terdapat tantangan yang perlu
diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang erat
antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi
faktor penting dalam mewujudkan implementasi regulasi yang efektif dan efisien.

Pentingnya evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan regulasi
juga tidak dapat diabaikan. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana regulasi yang
diterapkan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di
Kota Batam. Dengan evaluasi yang tepat, kebijakan yang tidak efektif dapat segera
diperbaiki, sementara kebijakan yang berhasil dapat diperkuat dan diperluas cakupannya.

Secara keseluruhan, implementasi peraturan perundang-undangan di Kota Batam
memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Sinergi antara kebijakan,
kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam
mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di daerah
strategis seperti Kota Batam.

Tantangan dalam Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Kota Batam
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Meskipun implementasi peraturan perundang-undangan di Kota Batam telah
menunjukkan kemajuan dalam mendukung pembangunan ekonomi, berbagai tantangan
signifikan masih dihadapi. Tantangan-tantangan ini berkaitan dengan aspek struktural,
teknis, dan koordinasi antar lembaga, yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan regulasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diidentifikasi:

1) Tumpang Tindih Kewenangan Antarlembaga
Salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah
Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). BP Batam memiliki
kewenangan khusus dalam mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas, yang kadang kala beririsan dengan kewenangan Pemerintah Kota Batam,
terutama dalam hal tata ruang dan penggunaan lahan. Ketidakharmonisan ini
menyebabkan ketidakselarasan dalam kebijakan pembangunan dan perizinan, serta
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan masyarakat.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur
Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di instansi terkait menjadi tantangan
signifikan dalam implementasi regulasi. Beberapa sektor masih kekurangan tenaga
ahli yang memahami secara mendalam aspek hukum, ekonomi, dan perencanaan
pembangunan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, khususnya dalam
teknologi informasi dan komunikasi, menghambat efisiensi pelayanan publik dan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan. Meskipun telah dilakukan upaya
digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS), implementasinya masih
terkendala oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi aparat
pemerintah dan pelaku usaha.

3) Kurangnya Koordinasi Antarinstansi
Koordinasi yang kurang optimal antara instansi pemerintah di tingkat daerah dan pusat
menjadi tantangan utama dalam implementasi regulasi di Batam. Meskipun berbagai
lembaga terlibat, seperti BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Dinas Lingkungan
Hidup, dan instansi terkait lainnya, kolaborasi antar lembaga tersebut sering kali tidak
berjalan efektif. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara kebijakan yang
diterapkan dengan realitas di lapangan, serta lemahnya pengawasan terhadap
penerapan kebijakan tersebut.

4) Ketidakpastian Hukum dan Regulasi
Ketidakpastian hukum menjadi tantangan signifikan dalam implementasi peraturan di
Kota Batam. Perubahan peraturan perundang-undangan yang sering terjadi, baik di
tingkat nasional maupun daerah, dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha
dan masyarakat. Selain itu, peraturan yang tidak konsisten atau tidak diikuti oleh
tindakan penegakan hukum yang tegas, seperti dalam kasus pelanggaran izin usaha
atau pencemaran lingkungan, semakin memperburuk situasi ini. Oleh karena itu,
pembaruan dan penyesuaian regulasi secara berkala agar dapat mengikuti dinamika
perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi sangat penting.

5) Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat
Sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan juga
menjadi tantangan besar dalam implementasi regulasi di Kota Batam. Banyak pelaku
usaha, terutama yang baru memulai, masih kurang memahami perubahan-perubahan
dalam regulasi yang dapat memengaruhi operasional mereka. Kurangnya pemahaman
ini seringkali menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, baik
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dalam aspek perizinan maupun lingkungan hidup. Selain itu, kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya peran mereka dalam menjaga keberlanjutan lingkungan juga
perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif.
6) Ketidakseimbangan antara Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan
Meskipun fokus utama dari peraturan perundang-undangan adalah mendorong
pembangunan ekonomi, masih terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan
antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Beberapa proyek
pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kawasan industri dan infrastruktur,
sering kali dihadapkan pada isu pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem, serta
keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini menciptakan dilema antara kebutuhan untuk
mendorong investasi dan menjaga kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan
lingkungan yang baik. Regulasi yang ada sering kali tidak cukup tegas dalam
mengatasi pelanggaran terhadap aspek lingkungan, yang pada akhirnya mengancam
keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
7) Lemahnya Penegakan Hukum
Meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur aspek perizinan dan
lingkungan, penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu tantangan terbesar
dalam implementasi peraturan di Batam. Masih banyak pelanggaran yang tidak
ditindaklanjuti secara efektif, baik itu terkait dengan perizinan yang tidak sah maupun
pelanggaran terhadap standar lingkungan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor,
seperti kurangnya kapasitas pengawasan, terbatasnya jumlah aparat penegak hukum
yang terlibat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang.
Tantangan-tantangan tersebut menggambarkan kompleksitas dalam implementasi
peraturan perundang-undangan di Kota Batam. Oleh karena itu, diperlukan langkah-
langkah strategis yang melibatkan penyelarasan regulasi, penguatan kapasitas aparatur,
serta penegakan hukum yang lebih konsisten dan transparan. Upaya-upaya ini penting
untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi di Kota Batam dapat berlangsung
secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan
masyarakat.
Faktor Pendukung Implementasi Regulasi di Kota Batam
Keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan dalam mendorong
pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kota Batam tidak terlepas dari sejumlah faktor
pendukung yang bersifat struktural, kelembagaan, dan sosial. Faktor-faktor ini berperan
penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan serta memastikan keterpaduan antara
regulasi dan pelaksanaannya di lapangan. Adapun faktor-faktor pendukung utama yang
dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menunjukkan komitmen yang kuat dalam
menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dalam konteks
pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sinergi antara kedua lembaga ini tercermin
dalam berbagai program strategis yang mendukung percepatan investasi,
pengembangan infrastruktur, serta peningkatan daya saing kawasan. Sebagai contoh,
BP Batam telah mengembangkan kawasan strategis seperti Pulau Rempang untuk
dijadikan motor penggerak baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
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2. Dukungan Regulasi Nasional dan Kelembagaan

Implementasi regulasi di Kota Batam didukung oleh kerangka hukum nasional yang
mendorong kemudahan berusaha dan efisiensi birokrasi, seperti Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Kehadiran
sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk-Based
Approach (OSS-RBA) memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta
memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis digital dan transparan.

3. Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi

Kota Batam memiliki infrastruktur ekonomi yang memadai, termasuk pelabuhan
internasional, kawasan industri, dan jaringan transportasi yang terintegrasi.
Keberadaan infrastruktur ini mendukung implementasi kebijakan industri dan ekspor,
serta meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik. BP Batam, misalnya, tengah
mengembangkan Bandara Internasional Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar
sebagai bagian dari upaya menjadikan Batam sebagai hub logistik internasional.

4. Partisipasi Aktif Sektor Swasta

Keterlibatan sektor swasta dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan di Kota
Batam menjadi faktor pendukung penting. Forum dialog antara pemerintah dan pelaku
usaha memberikan ruang bagi sektor swasta untuk memberikan masukan terhadap
kebijakan, memperkuat legitimasi regulasi, dan mempercepat adaptasi dunia usaha
terhadap perubahan hukum.

5. Sumber Daya Manusia yang Adaptif

Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan di bidang
digitalisasi, pemahaman hukum, dan implementasi e-governance menjadi pilar penting
dalam memperlancar pelaksanaan regulasi di lapangan. Kemampuan ASN dalam
mengelola sistem perizinan digital dan memahami dinamika regulasi berkontribusi
pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas implementasi kebijakan.

6. Stabilitas Keamanan dan Politik Lokal

Situasi keamanan dan stabilitas politik yang kondusif di Kota Batam menciptakan
lingkungan yang aman bagi investasi dan memudahkan pelaksanaan program-program
pembangunan ekonomi. Hubungan yang harmonis antara pemangku kepentingan lokal
juga mendukung terciptanya iklim yang kooperatif dalam implementasi regulasi.

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, seperti sistem OSS, e-
budgeting, dan aplikasi pelayanan publik lainnya, telah meningkatkan efisiensi dan
transparansi implementasi regulasi. Pemanfaatan teknologi ini mempercepat proses
birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mempermudah pengawasan terhadap
pelaksanaan regulasi di lapangan.

Faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi peraturan
perundang-undangan di Kota Batam tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi itu
sendiri, tetapi juga pada dukungan sistemik dari berbagai elemen, termasuk pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat. Sinergi yang kuat antara kebijakan, kelembagaan,
infrastruktur, dan sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam mewujudkan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di daerah strategis seperti
Kota Batam.
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PENUTUP

Penelitian ini menyoroti peran vital implementasi peraturan perundang-undangan
di Kota Batam dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kota Batam,
sebagai kawasan strategis nasional, menghadapi tantangan kompleks dalam pelaksanaan
regulasi, baik dari aspek kelembagaan, sosial, maupun ekonomi. Meskipun demikian,
terdapat faktor-faktor pendukung yang signifikan, seperti komitmen pemerintah daerah
dan BP Batam, dukungan regulasi nasional, serta partisipasi aktif sektor swasta dan
masyarakat, yang berkontribusi terhadap efektivitas implementasi regulasi..

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai
bagaimana regulasi dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi
pada keberlanjutan. Dengan memperhatikan konteks lokal dan dinamika kelembagaan
yang ada, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku
kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan
berkelanjutan. Selanjutnya, kontribusi akademik dari penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya kajian hukum dan pembangunan daerah, serta membuka ruang diskusi lebih
lanjut mengenai peran regulasi dalam tata kelola pembangunan ekonomi berkelanjutan.
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